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ABSTRAK 

 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP 

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN 

(Studi Putusan : Nomor 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk) 
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Setiap pertumbuhan dan perkembangannya anak seharusnya dapat bertingkah 

laku sewajarnya sesuai dengan usianya sehingga tidak merugikan diri sendiri 

maupun orang lain, namun pada kenyataannya terdapat anak yang menjadi pelaku 

tindak pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan memenuhi rasa keadilan yang 

sesuai dengan tujuan pemidanaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) 

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus- 

Anak/2024/PN.Tjk (2) Putusan hakim dalam pemidanaan putusan terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus- 

Anak/2024/PN.Tjk sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan 

lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pertimbangan hukum hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap anak didasarkan pada pertimbangan yuridis, 

filosofis, dan sosiologis, dengan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. (2) Putusan hakim 

dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak dinilai telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) hakim diharapkan dapat lebih 

mengoptimalkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas ultimum 

remedium, dengan mempertimbangkan secara mendalam alternatif pemidanaan 

selain pidana penjara. (2) Perlu dilakukan evaluasi dan penguatan regulasi terkait 
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pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam memberikan 

pedoman yang lebih operasional bagi hakim dalam menerapkan diversi dan 

alternatif pemidanaan, agar tidak terjadi perbedaan antara norma hukum dan 

praktik peradilan.  

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak, Tindak Pidana Pencurian. 



ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF JUDGES’ DECISIONS IN SENTENCING CHILDREN AS 

PERPETRATORS OF THE CRIME OF THEFT 

(Case Study: Decision Number 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk) 

 

By 

AZIZAH RAMAYANI 

 

During their growth and development, children are expected to behave 

appropriately in accordance with their age so as not to harm themselves or others. 

However, in reality, there are children who become perpetrators of criminal acts. 

In imposing criminal sanctions on children, judges must consider the best interests 

of the child and uphold a sense of justice that is consistent with the objectives of 

punishment. The problems examined in this research are: (1) the legal 

considerations of judges in imposing criminal sanctions on children as perpetrators 

of the crime of theft in Decision Number 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk; and (2) 

whether the judge’s decision in sentencing the child as a perpetrator of the crime of 

theft in Decision Number 72/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk is in accordance with the 

objectives of punishment. 

The research method used in this study is a normative juridical and empirical 

approach. The research informants consisted of a Juvenile Judge at the Tanjung 

Karang District Court and a lecturer from the Criminal Law Department, Faculty 

of Law, University of Lampung. Data collection procedures were carried out 

through library research and field studies. The data obtained were then analyzed 

qualitatively. 
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The results of the research and discussion indicate that: (1) the judges’ legal 

considerations in imposing criminal sanctions on children are based on juridical, 

philosophical, and sociological considerations, taking into account the provisions 

of the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal 

Justice System, as well as the facts revealed during the trial; and (2) the judge’s 

decision to impose a sentence of 4 (four) months of imprisonment in a Special Child 

Development Institution is considered to be in accordance with the objectives of 

punishment. 

The recommendations of this research are: (1) judges are expected to further 

optimize the application of the principle of the best interests of the child and the 

principle of ultimum remedium by thoroughly considering alternatives to 

imprisonment; and (2) it is necessary to evaluate and strengthen regulations related 

to the implementation of the Juvenile Criminal Justice System, particularly in 

providing more operational guidelines for judges in applying diversion and 

alternative sentencing, so as to avoid discrepancies between legal norms and 

judicial practice. 

Keywords: Judges’ Legal Considerations, Children, Crime of Theft. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara merupakan sebuah entity yaitu kesatuan wilayah dari unsur-unsur 

pembentukan negara, yang di dalamnya memiliki hubungan kepentingan dari 

sebuah komuniti (Masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan 

terikat oleh satu-kesatuan wilayah, setiap negara memiliki aturan yang berbeda- 

beda dalam menjalankan pemerintahannya. Indonesia sendiri merupakan negara 

hukum, yang berarti negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan norma-norma 

yang ada, sehingga setiap kegiatan manusia di dalamnya harus berdasarkan pada 

peraturan yang ada. 

Hukum di Indonesia telah diatur semedikin rupa supaya Masyarakat bisa hidup 

tentram dan nyaman, tetapi pengimplementasiannya mungkin masih kurang, 

karena kurangnya kesadaran dari Masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa 

bagian hukum, salah satunya hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum pidana terdiri dari norma- 

norma yang berisi tentang keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang 

dibentuk oleh undang-undang yang telah dikaitkan dengan sanksi-sanksi berupa 

hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.1 Oleh karena itu, 

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. 

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, potensi dan generasi 

penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat 

khusus yang memerlukan bimbingan dan pertumbuhan untuk menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh selaras dan 

 

 

 

1 PAF Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, 

2022, Sinar Grafika, Jawa Timur, hlm. 2. 
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seimbang. Anak dalam pengertian umum mendapat perhatian tidak hanya dalam 

ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralisasi 

kehidupan seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin 

rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.2 Oleh karenanya anak patut 

diperhitungkan dan dipertimbangkan dari segi kualitas dan masa depannya. 

Dengan demikian di perlukannya pembinaan terhadap anak agar anak dan remaja 

di Indonesia dapat mengetahui dan memahami tujuan bernegara, supaya mereka 

tidak melakukan hal-hal yang berupa kejahatan tindak pidana. 

Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak 

seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk yang 

masih dalam kandungan. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum 

mencapai kematangan fisik, sosial, pribadi, dan mental. Penyimpangan dari 

tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, dampak negatif dari perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. 

Sehingga hal tersebut membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap prilaku anak. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berhadapan 

dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Undang- 

Undang Peradilan Anak tidak hanya melindungi anak sebagai korban atau saksi 

tindak pidana, namun melindungi juga anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

yang dianggap berkonflik dengan hukum. 

Sekarang ini kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat memprihatinkan. 

Kenakalan yanng dilakukan oleh anak atau remaja tersebut tidak bisa atau tidak 

seharusnya dilakukan oleh anak atau remaja karena mengarah pada tidak kriminal 

 

2 Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, 2000, Gramedia Widiasmara, 

Jakarta, hlm. 1. 
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yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Salah satu 

kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak 

pidana pencurian seringkali dilakukan oleh anak-anak yang berada dalam kondisi 

ekonomi sulit atau mengalami masalah sosial, faktor-faktor yang 

memengaruhinya seperti pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, 

dan akses terhadap barang-barang berharga juga memicu tindak pidana pencurian 

ini dilakukan oleh anak. 

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak yang belum 

dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam 

perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar terdakwa dibawah umur 

tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharaannya 

dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya agar 

diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. 

Pembedaan dan perlakuan yang diancam yang diatur dalam Undang-Undang 

dimaksud untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat 

menyongsong masa depan yang Panjang.3 

Mengenai tentang anak yang berhadapan dengan hukum, negara memperhatikan 

juga tentang masa depan anak kedepannya, oleh karena itu sebagaimana di dalam 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang berhadapan 

depan hukum tetap mengutamakan diversi, penyelesaian perkara diluar peradilan 

dengan syarat-syarat tertentu, dengan maksud demi kepentingan terbaik bagi 

anak. 

Peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari 

anak telah dibuat yaitu diratifikasikannya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan 

keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah 

dibuat oleh pemerintah Indonesia anatara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- 

 

3 Bilher Hutahaen, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Yuridis, 

Vol. 6, 2019, hlm.79 
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Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara subtansinya 

undang-undang tersebut mengatur hak-hak yang berupa hak hidup, hak atas nama, 

hak Pendidikan, hak Kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, 

hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak 

jaminan sosial.4 

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani 

hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses penerapan 

sanksi hukum terhadap tindak pidana yang dilakuakn oleh anak di bawah umur 

akan berbeda dengan orang dewasa karena berlakunya asas hukum ”Lex specialis 

derogat leg geenralis” artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan 

aturan hukum yang umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan 

pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

yang memiliki harkat dan martabaat sebagai manusia seutuhnya dan untuk 

menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, 

terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.5 

Peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan bagi anak, sehingga diadili 

secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak 

dilakukan oleh penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, atau petugas 

lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan peinsip demi kesejahteraan anak. 

Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan-tindakan dimaksud untuk memberikan 

yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan 

tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan 

pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. 

Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, perilaku 

kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan 

 

 

 

 

4 Akira Assa, “Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak di Bawah Umur”, Lex 

Crime, Vol. VII, No. 4, 2019, hlm.88 
5 Ibid. 
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yang dilakuikan orang deiwasa, tidak beirarti sanksi yang dibeirikan juiga sama. 

Anak teitaplah anak yang teintui saja masih meingalami proseis peirkeimbangan fisik, 

meintal, psikis, dan sosial meinuijui keiseimpuirnaan seipeirti yang dimiliki oleih orang 

deiwasa. Konseiku ieinsinya, reiaksi yang dibeirikan teirhadap anak tidak sama deingan 

reiaksi yang dibeirikan keipada orang deiwasa, yang leibih meingarah keipada positif. 

Peiradilan anak meilipuiti seigala aktivitas peimeiriksaan dan peimuituisan peirkara yang 

meinyangku it keipeintingan anak. Meineikankan ataui meimu isatkan pada “keipeintingan 

anak” haru is meiruipakan puisat peirhatian dalam peiradilan anak. Peimbeirian 

peirtangguingjawaban pidana teirhadap anak haruis meimpeirtimbangkan 

peirkeimbangan dan keipeintingan teirbaik bagi anak di masa yang akan datang. 

Peinanganan yang salah akan meinyeibabkan ruisak bahkan muisnahnya bangsa di 

masa deipan, kareina anak adalah geineirasi peineiruis bangsa. 

Pasal 32 Ayat (1), (2) UiUi SPPA diteintuikan batas uimu ir uintuik dapat dilakuikan 

peinahanan teirhadap seiorang anak minimal teilah beiruimuir 14 (eimpat beilas) tahuin 

dan diduiga meilakuikan tindak pidana deingan ancaman pidana peinjara 7 (tuijuih) 

tahuin ataui leibih seirta anak tidak meimpeiroleih jaminan dari orang tuia/wali dan/ataui 

leimbaaga bahwa anak tidak aakn meilarikan diri, tidak akan meinghilangkan ataui 

meiruisak barang buikti, dan ataui/tidak akan meinguilangi tindak pidana, padahal 

minimal uimuir anak yang dapat diminta peirtangguingjawaban pidana dalam U iU i 

SPPA diteintuikan teilah beiruimu ir 12 (duia beilas) tahuin. Anak yang beirkonflik 

deingan huikuim dapat dideifinisikan seibagai anak yang di sangka, dituiduih, ataui 

diakuii seibagai anak yang teilah meilanggar Uindang-Uindang Hu ikuim Pidana (Pasal 

40 Ayat (1) KonveinsiHak Anak). Dalam peirspeiktif Konveinsi Hak Anak, anak 

yang beirkonflik deingan huikuim dikateigorikan seibagai anak dalam situiasi yang 

khuisuis. Anak yang beirkonflik deingan huikuim adalah anak yang meimiliki 

keibuituihan tidak teirpe inuihi, anak seiring meingalami keikeirasan, anak beirada di lu iar 

lingkuingan keiluiarga, dan anak yang meimbuituihkan peirlinduingan keiamanan diri. 

Peiran orang tuia sangat dibuituihkan dalam hal meimbina dan meimbeirikan 

 

6 
Anseilmuis S. J. Mandagiei “Proseis Hu iku im Tindak Pidana Peimbu inuihan Yang Dilakuikan Oleih 

Anak Dibawah Uimu ir Ditinjaui Dari Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 Teintang Sisteim 

Peiradilan Pidana Anak”, Leix Crimein, Vol. IX, No. 2, 2020, hlm. 56 
7 Lilik Muilyadi, Wajah Sisteim Peiradilan Pidana Anak Indoneisia, 2023, Peineirbit Aluimni, 

Banduing, hlm. 3 

6 
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peirlinduingan keipada anak. Meinuiruit Pasal 26 Ayat (1) huiruif a Uindang-Uindang 

Nomor. 23 Tahuin 2002 teintanag Peirlinduingan Anak bahwa “orang tuia 

beirkeiwajiban uintuik meingasuih, meimeilihara, dan meilinduingi anak”. 

Prakteik peiradilan anak di Indoneisia didasarkan pada Uindang-Uindang Nomor 11 

Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak. Sanksi pidana bagi anak yang 

meilakuikan tindak pidana dapat beiru ipa : Pidana peinjara di Leimbaga Peimidanaan 

Khuisuis Anak (LPKA), Pidana peiringatan, Pidana deingan syarat, Peilatihan keirja, 

Peimidanaan dalam leimbaga, Peirampasan keiuintuingan yang dipeiroleih dari tindak 

pidana, dan Peimeinuihan keiwajiban adat. Pidana peinjaran yang dapat dijatuihkan 

keipada anak paling lama ½ dari maksimuim ancaman pidana peinjara bagi orang 

deiwasa. Pidana peinjara di LPKA hanya diguinakan seibagai uipaya syarat, anak 

dapat dibeibaskan beirsyarat seiteilah meinjalani ½ dari lamanya peimbeiniaan dan 

beirkeilakuian baik. Dalam meinangani peirkara pidana anak, peineirapan Keiadilan 

Reisotarif deingan Diveirsi meiruioakan pilihan paling uitama. Sisteim Peiradilan 

Pidana Anak ini beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan peiradilan yang suingguih-suinggu ih 

meinjamin peilinduingan teirbaik teirhadap keipeintingan anak yang beirhadapan 

deingan hu iku im. 

Hakim meimiliki peiran yang kruisial dalam meineintuikan jeinis dan lama pidana 

yang teipat uintuik dijatuihkan keipada anak seibagai peilakui tindak pidana, hakim 

wajib meimpeirtimbangkan faktor-faktor seipeirti u isia anak, latar beilakang keiluiarga, 

tingkat peindidikan, dan dampak dari huikuiman yang akan dibeirikan keipada anak 

seibagai peilakui. Hakim juiga haruis meingeideipankan diveirsi dan keiadilan reisoratif, 

seirta peimidanaan seibagai uipaya teirakhir. Hu ikuiman pidana yang dibeirikan haru is 

meimbeirikan eifeik jeira keipada anak seibagai peilakui, sanksi yang dibeirikan haru is 

seitimpal deingan keijahatan yang dilakuikannya, seihingga suipeirmasi huikuim beinar- 

beinar diteigakkan dan teirciptanya keiteirtiban dalam masyarakat. Salah satui kasuis 

yang teirjadi dalam keihiduipan masyarakat teirdapat didalam Puituisan Nomor 

72/Pid.Suis-Anak/2024/PN Tjk, yang dimana teirdakwa meilakuikan tindak pidana 

peincuirian dalam keiadaan meimbeiratkan yang dilakuikan seicara beirlanjuit. 

Tindakan peincuirian tidak hanya dilakuikan oleih orang deiwasa, teitapi juiga anak- 

anak. Dalam Puituisan Nomor 72/Pid.Suis-Anak/2024/PN Tjk teilah teirjadi 
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peincuirian dalam keiadaan meimbeiratkan yang dilakuikan seicara beirlanjuit, 

kronologis singkatnya adalah teirdakwa dan beibeirapa orang teimannya pada hari 

sabtui tanggal 7 Seipteimbeir 2024 seikitar jam 22.00 Wib dan pada hari seilasa 

tanggal 10 Noveimbeir 2024 seikitar puikuil yang sama di Jl. Soeikarno Hatta (Pantai 

Tiska), Keiluirahan Sreingseim, Keicamatan Panjang, Kota Bandar Lampuing (teimpat 

Peinyimpanan Barang PT. Peirtamina Marinei Eingineiring) masuik keidalam teimpat 

peinyimpanan teirseibu it dan meilakuikan peincuirian beiruipa 3 bu iah beisi beirbeintuik C 

yang dibawa kei dalam ruimah kosong samping teimbok pantai tiska lalui dibawa 

meingguinakan mobil angkot yang keimuidian dijuial keilapak rongsok di daeirah 

Panjang Uitara deingan hasil peinjuialan Rp. 600.000 (einam ratuis ribui ruipiah), yang 

dibagi oleih anak, saksi R1, sdr. R3 masing-masing Rp. 150.000 (seiratuis lima 

puiluih ribui ruipiah), dan sdr. R2 Rp. 50.000 (lima puiluih ribui ruipiah), dan sisa Rp. 

100.000 (seiratuis ribui ruipiah) dibeilikan meireika rokok. Keimuidian di tanggal 10 

Noveimbeir meireika meilakuikan hal yang sama lagi deingan beirtambhanya satui 

anggota yaitui sdr. R4, dan meireika beirhasil meingangkat beisi beibeintuik C seibanyak 

5 buiah yang dibawa meireika keiruimah kososng samping teimbok pantai tiska dan 

keimuidian diangkuit meingguinakan mobil angkot dan dijuial diteimpat yang sama 

deingan hasil peinjuialan Rp. 1000.000, deingan peimbagian masing-masing 

meindapatkan Rp. 150.000 (seiratuis lima puiluih ribui ruipiah), meimbayar seiwa 

angkot seibeisar Rp. 50.000 (lima puiluih ribui ruipiah), dan sisa Rp. 200.000 (duia 

ratuis ribui ru ipiah) meireika beilikan rokok. 

Beirdasarkan hal teirseibuit maka anak teirseibuit diancam pidana dalam Pasal 363 

Ayat (1) kei-4 KUiHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUiHP. Meingingat Pasal 79 ayat (2) 

Uindang-Uindang RI Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak 

diseibuitkan “Pidana peimbatasan keibeibasan yang dijatuihi teirhadap anak paling 

lama ½ (satui peirduia) dari maksimuim pidana peinjara yang diancamkan teirhadap 

orang deiwasa” seilanjuitkan pada ayat (3) diseibuitkan puila bahwa “Minimu im 

khuisuis pidana peinjara tidak beirlakui teirhadap anak”. Meinimbang dari Pasal 363 

ayat (1) kei-4 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana, Uindang- 

Uindang RI Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, dan 

Uindang-Uindang RI Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Huikuim Acara Pidana maka 

pada kasuis peirkara Puituisan Nomor 72/Pid.Suis-Anak/2024/PN Tjk hakim 
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Peingadilan Neigeiri Tanjuing Karang meinjatuihkan huikuiman teirhadap teirdakwa 

peinjara seilama 4 (eimpat) builan di Leimbaga Peimbinaan Khuisuis Anak (LPKA) 

Keilas II Bandar Lampuing di Deisa Masgar, Kabuipatein Peisawaran, Lampuing, 

kareina teirbuikti seicara sah dan meiyakini meilakuikan tindak pidana “peincuirian 

dalam keiadaan meimbeiratkan yang dilakuikan seicara beirlanjuit”. Beirdasarkan 

uiraian latar beilakang diatas, peinuilis teirtarik uintuik meilakuikan peineilitian deingan 

juiduil “Analisis Puituisan Hakim Dalam Peimidanaan Teirhadap Anak Seibagai 

Peilakui Tindak Pidana Peincuirian“ (Stuidi Puituisan : Nomor 72/Pid.Suis 

Anak/2024/PN Tjk). 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Beirdasarkan latar beilakang diatas, adapuin ruimuisan masalah yang akan dikaji oleih 

peinuilis adalah : 

a. Bagaimana peirtimbangan huikuim hakim dalam meinjatuihkan puituisan pidana 

teirhadap anak seibagai peilakui tindak pidana peincuirian dalam Puituisan Nomor 

72/Pid.Suis-Anak/2024/PN Tjk? 

b. Apakah puituisan hakim dalam peimidanaan puituisan teirhadap anak seibagai 

peilakui  tindak pidana peincuirian dalam Puituisan Nomor 72/Pid.Suis- 

Anak/2024/PN Tjk suidah seisuiai deingan tuijuian peimidanaan? 

2. Ruang Lingkup 

Beirdasarkan uiraian peirmasalah diatas, ruiang lingkuip peineilitian ini adalah bidang 

huikuim pidana, deingan kajian me ingeinai analisis peirtimbangan huikuim hakim 

dalam meinjatuihkan pidana teirhadap anak seibagai peilakui tindak pidana peincuirian 

stuidi puituisan Nomor 72/Pis.Suis-Anak/2024/PN Tjk. Ru iang lingku ip lokasi 

peineilitian ini adalah pada Peingadilan Neigeiri Tanjuing Karang Keilas I A. Waktui  

peineilitian akan dilaksanakan pada Tahuin 2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan ruimuisan masalah dan ruiang lingkuip peineilitian, maka tuijuian 

peineilitian ini adalah : 
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a. Uintuik meingeitahuii dan meimahami dasar peirtimbangan peimidanaan majeilis 

hakim dalam meinjatuihkan puituisan teirhadap anak seibagai peilakui tindak pidana 

peincuirian dalam Puituisan Nomor 72/Pid.Suis-Anak/2024/PN Tjk. 

b. Uintu ik meingeitahu ii apakah puituisan hakim dalam peimidanaan puitu isan teirhadap 

anak seibagai peilakui tindak pidana peincuirian dalam Puituisan Nomor 

72/Pid.Suis-Anak/2024/PN Tjk su idah seisuiai deingan tuiju ian peimidanaan. 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil peineilitian ini teirdiri dari keiguinaan seicara teioritis dan keiguinaan seicara 

praktis, seibagai beirikuit : 

a. Keigu inaan Teioritis 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meinambah ilmui peingeitahuian dan 

peimahaman meingeinai hu iku im pidana khu isu isnya dibidang hu iku im pidana anak, 

teirkait analisis puituisan hakim dalam peirkara tindak pidana peincuirian deingan 

peimbeiratan yang dilakuikan seicara beirlanjuit oleih anak. 

b. Keigu inaan Praktis 

Hasil peineilitian ini diharapkan dapat meimbe irikan manfaat uintuik leibih 

meingeimbangkan peinalaran, meimbeintuik pola pikir yang dinamis, dan 

meiningkatkan keimampuian peinu ilisan ilmiah seirta meimbeirikan wawasan bagi 

peimbaca meingeinai tindak pidana peincuirian yang dilakuikan oleih anak. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Keirangka Teioritis 

Keirangka teiori adalah suiatui abstraksi suiatui peimikiran ataui keirangka acuian ataui 

dasar yang reileivan uintuik dapat peilaksanaan suiatui peineilitian ilmiah, khuisuisnya 

peieilitian hu ikuim. Adapuin keirangka teioritis dalam peinuilisan skripsi ini adalah : 

a. Teiori Dasar Peirtimbangan Huikuim Hakim 

Meinuiruit Suidarto puituisan hakim meiruipakan puincak dari peirkara pidana, seihingga 

hakim haru is meimpeirtimbangkan aspeik-aspeik lainnya seilain dari aspeik yuiridis, 

hingga puituisan hakim teirseibuit leingkap meinceirminkan nilai-nilai yuiridis, 

filosofis, dan sosiologis seibagai beirikuit: 

 

8 Soeirjono Soeikanto, Pe ingantar Peineilitian Hu iku im, 1986, Rineika Cipta, Jakarta, hlm. 103. 
9 Suidarto, Kapita Seileikta Huikuim, 1986, Aluimni Banduing, Banduing, hlm. 67. 

8 

9 
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1) Peirtimbangan Yuiridis 

Peirtimbangan yuiridis, yakni dalam Pasal 183 KUiHAP hakim dalam 

meinjatuihkan puituisan meimeinuihi keiteintuian uindang-uindang dan tidak boleih 

tidak boleih meinjatuihkan puituisan tanpa adanya 2 (duia) alat buikti yang sah, dan 

dari alat buikti teirseibuit hakim meindapatkan keiyakinan. Alat buikti yang sah 

yang dimaksuid dalam Pasal 183 KUiHAP dan dapat dipeirguinakan uintuik 

peimbuiktian dalam Pasal 184 KUiHAP yakni : 

a) keiteirangan saksi, 

b) keiteiramgan ahli, 

c) saksi, 

d) peituinjuik, 

e) keiteirangan teirdakwa. 

2) Peirtimbangan Filosofis 

Peirtimbangan filosofis, yakni hakim dalam meinjatuihkan puituisan teirhadap 

teirdakwa meiruipakan uipaya uintuik meimpeirbaiki prilakui teirdakwa meilalu ii 

proseis peimidanaan deingan tuiju ian peimbinaan agar teirdakwa meimpeirbaiki 

dirinya dan jeira uintuik tidak meinguilangi keijahatan yang peirnah dipeirbuiatnya. 

3) Peirtimbangan Sosiologis 

Peirtimbangan sosiologis, yakni hakim dalam meinjatuihkan puituisan meilihat 

dari latar beilakang sosial teirdakwa dan meimpeirhatikan bahwa pidana yang 

dijatuihkan teirhadap teirdakwa meimbeirikan manfaat bagi Masyarakat. 

b. Teiori Tuijuian Peimidanaan 

Packeir meinyatakan bahwa ada duia pandangan konseiptuial yang masing-masing 

meimpuinyai implikasi moral yang beirbeida satui sama lain, yakni pandangan 

reitribuitif (reitribuitivei vieiw) dan pandangan uitilitarian (uitilitarian vieiw). 

Pandangan reitribuitif meingandaikan peimidanaan seibagai ganjaran neigatif 

teirhadap peirilakui meinyimpang yang dilakuikan oleih warga masyarakat seihingga 

pandangan ini meilihat peimidanaan hanya seibagai peimbalasan teirhadap keisalahan 

yang dilakuikan atas dasar tangguing jawab moralnya masing-masing. Pandangan 

uitilitarian meilihat peimidanaan dari seigi manfaat ataui keiguinaannya di mana yang 

dilihat adalah situiasi ataui keiadaan yang ingin dihasilkan deingan dijatuihkan pidana 

itui. 
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Seimeintara Muiladi meimbagi teiori-teiori teintang tuijuian peimidanaan meinjadi 3 

keilompok, yakni : 

1) Teiori absoluit (reitribuitif) 

Teiori absoluit meimandang bahwa peimidanaan meiruipakan peimbalasan atas 

keisalahan yang dilakuikan seihingga beirorieintasi pada peirbuiatan dan teirleitak 

pada teirjadinya keijahatan itui seindiri. Teiori ini meingeideipankan bahwa sanksi 

dalam huikuim pidana dijatuihkan seimata-mata kareina orang teilah meilaku ikan 

seisuiatui keijahatan yang meiruipakan akibat muitlak yang haruis ada seibaagi 

suiataui peimbalasan keipada orang yang meilakuikan keijahatan seihingga sanksi 

beirtuiju ian uintuik meimuiaskan tuintuitan keiadilan. 

2) Teiori te ileiologi (tuijuian) 

Teiori teileiologi (tuijuian) meimandang bahwa preimidanaan buikan seibagai 

peimbalasan atas keisalahan peilakui teitapi sarana meincapai tuijuian yang 

beirmanfaat uintuik meilindu ingi masyarakat meinuijui keiseijahteiraan masyarakat. 

Sanksi diteikankan pada tuijuiannya, yakni uintuik meinceigah agar oarang tidak 

meilaku ikan keijahatan. Maka buikan beirtuijuian uintuikpeimuiasan absoluit atas 

keiadilan. 

3) Teiori reitribu itif-teileiologi (gabuingan) 

Teiori reitribuitif-teileiologi (gabuingan) meimandang bahwa tuijuian peimidanaan 

beirsifat pluiral, kareina meinggabuingkan antara prinsip-prinsip teileiologi 

(tuijuian) dan reitribuitif seibagai satui keisatuian. Teiori ini beircorak ganda, di 

mana peimidanaan meinganduing karakteir reitribuitif seijau ih peimidanaan dilihat 

seibagai suiatui kritik moral dalam meinjawab tindakan yang salah. Seidangkan 

karakteir teileiologinya teirleitak pada idei bahwa tuijuian kritik moral teirseibuit 

ialah suiatui reiformasi ataui peiruibahan peirilakui teirpidanan di keimuidian hari. 

Pandangan teiori ini meinganjuirkan adanya keimuingkinan uintuik meingadakan 

artikuilasi teirhadap teiori peimidanaan yang meinginteigrasikan beibeirapa fuingsi 

seikaligu is reitribuition yang beirsifat uitilitarian di mana peinceigahan dan 

seikaligu is reihabilitasi yang keiseimuianya dilihat seibagai sasaran yang haru is 

dicapai oleih suiatui reincana peimidanaan. Kareina tuijuiannya beirsifat inteigratif, 

maka peiranagkat tuijuian peimidanaan adalah : 

a) Pe inceigahan u imu im, dan khu isu is, 
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b) Peirlinduingan masyarakat, 

c) Meimeilihara solidaritas masyarakat, dan 

d) Peingimbalan/peingimbangan. 

 

2. Konseiptuial 

Konseiptuial adalah suisuinan beirbagai konseip yang meinjadi fokuis peingamatan 

dalam meilaksanakan peineilitian. Beirdasarkan deifinisi teirseibuit, maka 

konseiptuialisasi dalam peineilitian ini seibagai beirikuit : 

a. Analisis adalah uipaya uintuik meimeicahkan suiatui peirmasalahan beirdasarkan 

proseidu ir ilmiah dan meilaluii peinguijian seihingga hasil analisis dapat diteirima 

seibagai suiatui keibeinaran ataui peinyeile isaian masalah. 

b. Analisis puituisan hakim meiruipakan suiatui peinilaian huikuim yang teirdiri dari 

peininjauian dan peinilaian teirhadap standar huikuim peingatuiran, yang teilah di 

masuikkan kei dalam uindang-uindang, namuin tidak meilipuiti standar hak-hak 

dasar neigara yang diteitapkan dalam konstituisi. Pada u imu imnya, analisis huiku im 

dapat dianggap seibagai rangkaian tindakan peingamatan, deiskripsi, dan/ataui 

reistruiktuirasi suiatui objeik deingan meingguinakan parameiteir huikuim seibagai 

standar uintuik meinyimpuilkan objeik teirseibuit dalam kaitannya deingan hu iku im. 

c. Hakim meiruipakan aparat peineigak huikuim yang beirfuingsi meimbeirikan puituisan 

teirhadap peirkara yang diajikan, di mana dalam peirkara pidana hal itui tidak 

teirleipas dari sisteim peimbuiktian, yang pada prinsipnya meineintuikan bahwa 

suiatui hak ataui peiristiwa ataui keisalahan teilah teirbuikti, disamping adanya alat- 

alat buikti yang meinuiruit uindang-uindang. 

d. Peimidanaan adalah suiatui tindakan teirhadap seiorang peilakui keijahatan, dimana 

peimidanaan dituijuikan buikan kareina seiseiorang teilah beirbuiat jahat, teitapi agar 

peilakui keijahatan jeira dan tidak meinguilangi hal yang sama dan agar orang lain 

takuit akan meilakuikan keijahatan seiru ipa. 

 

 

10 Leixy J. Moleiong, Meti  odei Pe ineli itain Kuialitatif, 2005, Rineika Cipta, Jakarta, hlm. 54. 
11 Indone isia, Kamuis Hu iku im, Daftar Isi Kamuis Hu ikuim Leingkap, Kamuis Hu iku im Indoneisia, 2020, 

https://kamuishuikuim.weib.id/seiarch/analisis huiku im, Pada tanggal 7 Meii 2025. 
12 Ahmad Rifai, Peineimuian Huikuim oleih Hakim dalam Peirspeiktif Huikuim Progreisif, 2010, Sinar 

Grafika, Jakarta, hlm. 92. 

10 

11 

12 

https://kamushukum.web.id/search/analisis
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e. Peilakui tindak pidana adalah seitiap orang yang meilakuikan peirbuiatan meilanggar 

ataui meilawan huikuim seibagaimana yang teilah diruimuiskan dalam uindang- 

uindang. Peilakui tindak pidana haruis dibeiri sanksi deimi teirpeiliharanya teirtib 

huikuim dan teirjaminnya keipeintingan u imu im. 

f. Anak meinuiruit Pasal 1 Ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 2014 teintang 

Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2002 teintang Peirlinduingan 

Anak adalah seiseiorang yang beiluim beiruisia 18 tahuin, teirmasuik anak yang 

masih dalam kanduingan. 

g. Peincuirian dalam keiadaan meimbeiratkan adalah peincuirian yang dilakuikan 

deingan keiadaan ataui cara teirteintui yang meimbuiat meinjadi leibih beirat dari 

peincuirian biasa. Dalam Pasal 363 Ayat (1) KUiHP meinyeibuitkan bahwa 

peincuirian deingan peimbeiratan diancam deingan pidana peinjara paling lama 

tuijuih tahuin uintuik beirbagai keiadaan yang diseibuitkan. 

h. Peirbuiatan beirlanjuit meiruipakan gabuingan daripada beibeirapa peirbuiatan yang 

dilakuikan seiseiorang, dimana antara peirbuiatan yang satui deingan peirbuiatan 

yang lain beiluim peirnah ada puituisan hakim yang meimpuinyai keikuiatan huiku im 

yang teitap, seihingga teirhadap peilakui dikeinakan cara peinghuikuiman teirteintui, 

seibagai mana diteintuikan pada Pasal 64 KUiHP. 

E. Sistematika Penulisan 

Sisteimatika peinuilisan skripsi ini adalah seibagai beirikuit : 

 

I. PEiNDAHUiLUiAN 

 

Bab ini beirisikan latar beilakang, peirmasalahan dan ruiang lingku ip peineilitian, 

tuijuian dan keiguinaan peineilitian, keirangka teioritis dan konseiptuial, seirta 

sisteimatika peinuilisan. 

 

 

 

 

 

 

 

13 Mardjono Reiksodipuitro, Sisteim Peiradilan Pidana Indoneisia, Meilihat Keijahatan dan Peineigakan 

Hu iku im dalam Batas-Batas Toleiransi, 1994, Puisat Keiadilan dan Peingabdian Huiku im, Jakarta, hlm. 
76. 
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II. TINJAU iAN PUiSTAKA 

 

Bab ini meinguiraikan teintang peingeirtian-peingeirtian uimuim teintang pokok bahasan 

dari skripsi ini. 

III. ME iTODEi PEiNEiLITIAN 

 

Bab ini meimbahas teintang meitodei yang diguinakan dalam skripsi ini yang meilipuiti 

peindeikatan masalah, suimbeir dan jeinis data, peineintuian narasuimbeir, cara 

peinguimpuilan data, peingolahan seirta analisis data. 

IV. HASIL PE iNE iLITIAN DAN PE iMBAHASAN 

 

Bab ini beirisi peinjeilasan dan peimbahasan meingeinai hasil peineilitian dan 

peirmasalahan yang ada di dalam peineilitian ini. 

V. PEiNUiTUiP 

 

Bab ini meiruipakan keisimpuilan dan peimbahasan yang meinghasilkan jawaban dari 

peirmasalahan hasil peineiliti seirta saran dari peinuilis seisuiai deingan peirmasalahan 

yang beirkaitan deingan hasil peineilitian deimi peirbaikan dimasa yang akan datang 

seirta uintuik meinambah wawasan teintang huikuim khuisuisnya huikuim pidana. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Dasar Pertimbangan Hakim 

Seiorang hakim tidak dapat meinjatuihkan pidana keipada teirdakwa keicuiali jika teilah 

diduikuing oleih minimal duia alat buikti yang sah. Buikti-buikti teirseibuit haruis saling 

beirkaitan satui sama lain dan meinimbuilkan keiyakinan pada hakim bahwa peiristiwa 

tindak pidana beinar-beinar teirjadi. Keiteirkaitan ini bisa teirlihat dari keiseisuiaian 

antara keiteirangan saksi yang satui deingan yang lain, ataui antara keiteirangan saksi 

deingan alat buikti lainnya, seihingga teirdakwalah yang beirsalah teilah 

meilakuikannya (Pasal 183 KUiHAP). Yang dimaksuid deingan alat buikti yang sah 

adalah : 

a. Keiteirangan saksi; 

b. Keiteirangan ahli; 

c. Suirat; 

d. Peituinjuik; 

e. Keiteirangan teirdakwa; dan 

f. Hal yang seicara uimu1im4 

(Pasal 184 KUiHAP). 

suidah dikeitahuii seihingga tidak peirlui dibuiktikan 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUiHAP meinyeibuitkan bahwa keiteirangan dari seiorang saksi 

tidak cuikuip uintuik meimbuiktikan bahwa teirdakwa beirsalah dalam peirbuiatan yang 

didakwakan keipadanya, seidangkan dalam Ayat (3) di katakan keiteintuian tidak 

beirlakui apabila diseirtai deingan suiatui alat buikti yang sah lainnya (uinuis teistis 

nuilhu is teistis). 

Hakim dalam meingadili peilakui tindak pidana haruis meilaluii proseis peinyajian 

keibeinaran dan keiadilan dalam su iatui pu ituisan peingadilan seibagai rangkaian proseis 

 

 

 

14 Satjipto Rahardjo, Buinga Rampai Peirmasalahan Dalam Sisteim Pe iradilan Pidana, 1998, Puisat 

Peilayanan Keiadilan dan Peingabdian Hu ikuim, Jakarta, hlm. 11. 
15 Moeiljatno, Asas-Asas Huikuim Pidana, 2002, Rineika Cipta, Jakarta, hlm. 54. 
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peineigakan huikuim, maka dapat dipeirguinakan teiori keibeinaran. Deingan deimikian, 

puituisan peingadilan dituintuit uintu ik meimeinuihi teiori peimbuiktian, yaitui saling 

beirhuibuingan antara buikti yang satui deingan buikti yang lain, misalnya, antara 

keiteirangan saksi yang satui deingan keiteirangan saksi yang lain ataui saling 

beirhuibuingan antara keiteirangan saksi ddeingan alat buikti lain (Pasal 184 KUiHAP). 

Keikuiasaan keihakiman meiruipakan badan yang meineintuikan dan keikuiatan kaidah- 

kaidah hu iku im positif dalam konkreitisasi oleih hakim meilalu ii pu ituisan-puituisannya. 

Bagaimana baiknya seigala peiratuiran peiruindang-uindangan yang diciptakan dalam 

suiatui neigara, dalam uisaha meinjamin keiseilamatan masyarakat meinuiju i 

keiseijahteiraan rakyat, peiratuiran-peiratuiran teirseibuit tidak ada artinya, apabila tidak 

ada keikuiasaan keihakiman yang beibas yang diwuijuidkan dalam beintuik peiradilan 

yang beibas dan tidak meimihak, seibagai salah satui uinsuir neigara huikuim, seibagai 

peilaksana dari keikuiasaan keihakiman adalah hakim, yang meimpuinyai 

keiweinangan dalam peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui, dan hal ini 

dilakuikan oleih hakim meilaluii puituisan teirhadap peirkara yang diajuikan, dimana 

dalam peirkara pidana hal itui tidak teirleipas dari sisteim peimbuiktian neigatif, yang 

pada prinsipnya meineintuikan bahwa suiatui hak ataui pristiwa ataui keisalahan 

dianggap teilah teirbuikti, disamping adanya alat-alat buikti meinuiruit uindang-uindang 

juiga diteintuikan keiyakinan hakim yang dilandasi deingan inteigritas moral yang 

baik.17 

Hakim peingadilan meingambil suiatui keipuituisan dalam sidang peingadilan, 

meimpeirtimbangkan beibeirapa aspeik, yaitui : 

1. Keisalahan peilakui tindak pidana 

Hal ini meiruipakan syarat uitama uintuik dapat dipidananya seiseiorang. Keisalahan 

disini meimiliki arti seiluias-luiasnya, yaitui dapat diceilanya peilakui tindak pidana 

teirseibuit. Keiseinjangan dan niat peilakui tindak pidana haruis diteintuikan seicara 

normatif dan tidak seicara fisik. Uintuik meineintuikan adanya keiseinjangan dan 

 

 

 

 

16 Jimly Ashiddiqiei, Peiradilan E ti  ik dan Eitika Konstituisi: Peirspe iktif Barui teintang Ruilei of Law 

dan Ruilei of E ti  hics, 2010, Konstituisi Preiss, Jakarta, hlm. 74. 
17 Ahamd Rifai, Op.Cit. hlm. 103. 
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niat haru is dilihat dari pristiwa deimi pristiwa, yang haruis meimeigang uikuiran 

normatif dari keiseinjangan dan niat adalah hakim. 

2. Motif dan tuijuian dilakuikannya suiatui tindak pidana 

Kasuis tindak pidana meinganduing uinsuir bahwa peirbuiatan teirseibuit meimpuinyai 

motif dan tuijuian uintuik deingan seingaja meilawan hu iku im. 

3. Cara meilakuikan tindak pidana 

Peilakui meilakuikan peirbuiatan teirseibuit ada uinsuir yang direincanakan teirleibih 

dahuilui uintuik meilakuikan tindak pidana teirseibuit. 

4. Riwayat hiduip dan keiadaan sosial eikonomi 

Hal ini ju iga sangat meimpeingaru ihi pu ituisan hakim, dan meimpeiringan hu ikuiman 

bagi peilakui, misalnya beiluim peirnah meilakuikan peirbuiatan tindak pidana 

apapuin, beirasal dari keiluiarga baik-baik, teirgolong dari masyarakat yang 

beirpeinghasilan seidang (kalangan keilas bawah). 

5. Sikap batin peilakui tindak pidana 

Hal ini dapat diideintifikasikan deingan meilihat rasa beirsalah, rasa peinyeisalan, 

dan beirjanji tidak akan meinguilangi peirbuiatan teirseibuit. Peilakui juiga 

meimbeirikan ganti ruigi. 

6. Sikap dan tindakan peilakui seisu idah meilaku ikan tindak pidana 

Bagaimana sikap peilakui dalam meimbeirikan keiteirangan atas keijadian, 

peirlakuian peilakui  seiteilah keijadian, dan tindakan peilakui  dalam 

meimpeirtangguingjawabkan keisalahannya. 

7. Peingaruih pidana dalam masa deipan peilakui 

Pidana ju iga meimpu inyai tu iju ian yaitui seilain meimbuiat jeira keipada peilaku i tindak 

pidana, juiga uintuik meimeingaru ihi peilakui agar tidak meinguilangi peirbuiatan 

teirseibuit, meimbeibaskan rasa beirsalah pada peilakui, meimasyarakatkan peilaku i  

deingan meingadakan peimbinaan, seihingga meinjadikan peilakui orang yang leibih 

baik dan beirguina. 

8. Pandangan masyarakat teirhadap tindak pidana yang dilakuikan oleih peilakui 

Dalam suiatui tindak pidana masyarakat meinilai bahwa tindakan peilakui adalah 

peirbuiatan teirceila, jadi wajar saja keipada peilaku i dijatuihi hu iku iman, agar peilaku i 
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meindapatkan ganjaran dan meinjadikan peilajaran u intuik tidak meilakuikan 

peirbuiatan yang dapat meiruigikan diri seindiri dan orang lain. Hal teirseibuit 

dinyatakan bahwa keiteintuian ini adalah uintuik meinjamin teigaknya keibeinaran, 

keiadilan, dan keipastian huikuim. 

Hakim yang beibas dan tidak meimihak teilah meinjadi keiteintuian uiniveirsal. Ia 

meinjadi ciri neigara huikuim. Sisteim yang dianuit di Indoneisia, peimeiriksaan di 

sidang peingadilan yang dipimpin oleih hakim, hakim itui seindiri haruis aktif 

beirtanya dan meimbeiri keiseimpatan keipada pihak teirdakwa yang diawali oleih 

peinasihat huikuimnya uintuik beirtanya keipada saksi-saksi, beigitui puila keipada 

peinuintuit uimuim. Seimuia itui deingan maksuid meineimu ikan keibeinaran mateiriil. 

Hakimlah yang beirtangguingjawab atas seigala yang dipuituiskan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Sisteim huikuim pidana Indoneisia meinyatakan istilah tindak pidana dikeinal deingan 

seibuitan strafbaar feiit, yang di dalam liteiratuir huikuim seiring juiga diseibu it deingan 

deilik. Istilah ini meinganduing makna konseiptuial yang fuindameintal dalam ilmui 

huikuim pidana, kareina dirancang seicara sadar uintuik meinggambarkan ciri khas dari 

suiatui pristiwa huikuim teirteintui. Deingan deimikian, tindak pidana buikan hanya 

seikeidar gambaran dari peiristiwa konkreit, meilainkan meiruipakan konstruiksi 

huikuim yang beirsifat abstrak dan haruis dideifinisikan seicara ilmiah uintuik dapat 

meimisahkan deingan istilah yang teilah diguinakan seihari-hari dalam keihiduipan 

masyarakat.19 

Tindak pidana meiruipakan dasar dari adanya keisalahan huikuim yang dilakuiakn 

seiseiorang. Uintuik meimbuiktikan adanya keisalahan, dipeirluikan huibuingan kauisal 

antara kondisi dan tindakan yang meinimbuilkan ceilaan hu ikuim, teiruitama jika 

tindakan teirseibuit dilakuikan deingan seingaja. Dalam konteiks ini, keiseingajaan 

dianggap seibagai beintuik uitama dari keisalahan huikuim. Seiseiorang dianggap teilah 

meilakuikan tindak pidana apabila ia meilakuikan peirbuiatan yang beirteintangan 

 

18 Barda Nawawi Arieif, Masalah Peineigakan Huikuim dan Keibijakan Peinangguilangan Keijahatan, 

2001, PT. Citra Aditya Bakti, Banduing, hlm. 77. 
19 Amir Ilyas, Asas-Asas Huiku im Pidana, 2012, Rangkang Eidu ication Yogyakarta & 

PuiPKAPIndoneisia, Yogyakarta, hlm. 25. 
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deingan huikuim dan atas peirbuiatannya teirseibuit ia haruis meimpeirtangguing 

jawabannya dihadapan huikuim. Jika peirbuiatan teirseibuit teirbuikti meilanggar 

keiteintuian pidana, maka peilakui dapat dijatuihi huikuiman seisu iai deingan pasal yang 

meingatuir keisalahan teirseibuit. 

Tindak pidana tidak hanya meirajuik pada peirbuiatan yang dilarang di dalam oleih 

KUiHP, teitapi juiga meincakuip beintuik keilalaian dalam meilakuikan keiwajiban 

huikuim teirteintui. Seipeirti dalam Pasal 164 misalnya, seiseiorang yang meingeitahu ii 

akan teirjadinya suiatui keijahatan namuin tidak meilaporkannya keipada pihak yang 

beirweinang dapat dikeinakan sanksi pidana. Hal ini juiga meinuinjuikan bahwa tindak 

pidana juiga dapat teirjadi meilaluii peirbuiatan pasif ataui keilalaian (omission), buikan 

hanya meilaluii tindakan aktif. 

Istilah strafbaar f eii  t seindiri teilah diteirjeimahkan kei dalam bahasa Indoneisia 

deingan beirbagai padanan, seipeirti peirbuiatan pidana, peiristiwa pidana, ataui tindak 

pidana. Meinuiruit Meiljatno, “peirbuiatan pidana adalah suiatui peirbuiatan yang 

dilarang oleih suiatui atuiran huikuim, dan diseirtai deingan ancaman (sanksi) pidana 

teirhadap siapa saja yang meilanggar atuiran teirseibuit. 

Peingeirtian dasar meingeinai tindak pidana di dalam huikuim pidana. Tindak pidana 

meiruipakan suiatui peingeirtian seicara yuiridis dan lainnya deingan adanya deifinisi 

meingeinai peirbuiatan keijahatan ataui jahat. Seicara yuiridis formal, meingeinai tindak 

keijahatan meiru ipakan beintuik tingkah lakui yang meilanggar uindang-uindang 

pidana. Deingan deimikian, maka seibab seitiap adanya peirbuiatan yang meilanggar 

maka akan meindapatkan sanksi pidana. Jadi larangan dan keiwajiban teirteintu i 

haruis ditaati oleih seitiap warga neigara wajib dicantuimkan di dalam uindang- 

uindang mau ipuin peiratuiran-peiratuiran peimeiritah, baik di tingkat puisat mauipuin 

daeirah. 

Meinuiruit Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana beirarti suiatui peirbuiatan yang 

peilaku inya dapat dikeinakan hu iku im pidana, dan peilakuinya dapat dikatakan seibagai 

 

 

20 Ibid, hlm. 43. 
21 Moeiljatno, Asas-Asas Huikuim Pidana, 2002, Rineika Cipta, Jakarta, hlm. 54. 
22 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Huikuim Pidana Indoneisia, 1996, PT. Citra Aditya Bakti, 

Banduing, hlm. 7. 
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suibjeik tindak pidana”. Dalam hal ini tindak pidana pada dasarnya haruis teirdapat 

suibjeik dan orang yang meilakuikan peirbuiatan pidana. Meingeinai peirbuiatan pidana 

meiruipakan suiatui peirbuiatan yang diancam deingan pidana oleih Uindang-Uindang, 

yang dalam huikuim pidana dikeinal deingan asas leigalitas, yang teircantuim dalam 

Pasal 1 Ayat (1) KUiHP, yaitui “suiatui peirbuiatan tidak dapat dipidana, keicuiali 

beirdasarkan keikuiatan keiteintuian peiruindang-uindangan pidana yang teilah ada”. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Uintuik meingeitahuii adanya tindak pidana, maka pada uimuimnya diruimuiskan dalam 

peiratuiran peiruindang-uindangan pidana teintang peirbuiatan-peirbuiatan yang dilarang 

dan diseirtai deingan sanksi. Dalam ru imuisan teirseibuit diteintu ikan beibeirapa uinsu ir 

ataui syarat yang meinjadi ciri ataui sifat khas dari larangan tadi seihingga deingan 

jeilas dapat dibeidakan dari peirbuiatan lain yang tidak dilarang. Pe irbuiatan pidana 

meinuinjuik pada sifat peirbuiatannya saja, yaitui dapat dilarang deingan ancaman 

pidana kalaui dilanggar. Meinuiruit Simons dalam Moeiljatno (2008) uinsuir-uinsu ir 

tindak pidana (strafbaar feiit) adalah : 

a. Peirbuiatan manuisia(positif ataui neigatif, beirbuiat ataui tidak beirbuiat ataui  

meimbiarkan), 

b. Diancam deingan pidana (strafbaar geisteli d), 

c. Meilawan huikuim (onreichtmatig), 

d. Dilakuiakn deingan keisalahan (me it schluid in veirband staand) oleih orang yang 

mampui beirtangguing jawab (toreikeiningsvatoaar peirson ). 

Simons dalam Moeiljatno juiga meinyeibuitkan adanya uinsuir obyeiktif dan uinsuir 

suibye iktif dari tindak pidana (strafbaar feiit). 

1) Uinsuir Obyeiktif : 

a) Peirbuiatan orang 

b) Akibat yang keilihatan dari peirbuiatan itui 

c) Mu ingkin ada keiadaan teirteintui yang meinyeirtai peirbuiataan itui. 
 

 

 

 

 

23 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Huikuim Pidana di Indoneisia, 2003, PT. Reifika Aditama, 

Banduing, hlm. 59. 
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2) Uinsuir Suibyeiktif : 

a) Orang yang mampui beirtangguing jawab 

b) Adanya keisalahan (dolluis ataui culi  pa). Peirbuiatan haruis di lakuikan deingan 

keisalahan. 

Keisalahan ini dapat beirhuibuingan deingan akibat dari peirbuiatan ataui 

deingan keiadaan mana peirbuiatan itui dilakuikan. 

Meinu iruit Moeiljatno, uinsuir-u insu ir peirbu iatan pidana adalah : 

a. Peirbu iatan (manuisia) 

b. Yang meimeinuihi ruimuisan dalam uindang-uindang (syarat formil) 

c. Beirsifat meilawan hu iku im (syarat mateirill) 

 

Uinsuir-uinsuir tindak pidana meinuiruit Moeiljatno teirdiri dari : 

a. Keilaku ian dan akibat 

b. Hal ikhwal ataui keiadaan teirteintui yang meinyeirtai peirbuiatan, yang dibagi 

meinjadi : 

a) Uinsu ir suibyeiktif ataui pribadi 

Yaitui meingeinai diri orang yang meilaku ikan peirbuiatan. 

b) Uinsu ir obyeiktif ataui non pribadi 

Yaitui meingeinai keiadaan di lu iar si peimbu iat. 

 

Uinsu ir Formal dalam tindak pidana, meilipu iti : 

1) Peirbuiatan manuisia, yaitui peirbuiatan dalam arti luias, artinya tidak beirbuiat yang 

teirmasu ik peirbuiatan dan dilakuiakn oleih manuisia. 

2) Meilanggar peiratuiran pidana. Dalam artian bahwa seisuiatui akan dihuikuim 

apabila suidah ada peiratuiran pidana seibeiluimnya yang teilah meingatuir peirbuiatan 

teirseibuit, jadi hakim tidak dapat meinuiduih suiatui keijahatan yang teilah dilakuiakn 

deingan suiataui peirbuiatan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 

3) Diancam deingan hu iku iman, hal ini beirmaksu id bahwa KU iHP meingatu ir teintang 

huikuiman yang beirbeida beirdasarkan tindak pidana yang teilah dilakuikan. 

4) Dilakuiakn oleih orang yang beirsalah, dimana uinsuir-uinsuir keisalahan yaitui haruis 

ada keiheindak, keiinginan ataui keimauian dari oarang yang meilakuiakn tindak 

pidana seirta orang teirseibuit beirbuiat seisuiatui deingan seingaja, meingeitahuii dan 

sadar seibeiluimnya teirhadap akibat peirbuiatannya. Keisalahan dalam arti seimpit 
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dapat diartikan keisalahan yang diseibabkan kareina si peimbuiat kuirang 

meimpeirhatikan akibat yang tidak dikeiheindaki oleih uindang-uindang. 

5) Peirtangguingjawaban yang meineintuikan bahwa orang yang tidak seihat 

ingatannya tidak dapat diminta peirtangguingjawabannya. Dasar dari 

peirtangguingjawaban seiseioranag teirleitak dalam keiadaan jiwanya. 

Uinsu ir mateirial dari tindak pidana beirsifat beirteintangan deingan huikuim, yaitu i 

haruis beinar-beinar dirasakan oleih masyarakat seihingga peirbuiatan yang tidak patuit 

dilakuikan. Jadi meiskipuin peirbuiatan itui meimeinuihi ruimuisan uindang-uindang, 

teitapi apabila tidak beirsifat meilawan hu ikuim, maka peirbuiatan itui buikan 

meiruipakan suiatui tindak pidana. Uinsuir-uinsuir tindak pidana dalam dalam ilmu i 

huikuim pidana dibeidakan dalam duia macam, yaitui uinsuir objeiktif dan uinsuir 

suibje iktif. Uinsuir objeiktif adalah uinsuir yang teirdapat diluiar diri peilakui tindak 

pidana. Uinsu ir ini meilipuiti : 

1) Peirbuiatan ataui keilakuian manuisia, diaman peirbuiatan ataui keilakuian manuisia itui 

ada yang aktif (beirbu iat seisuiatui). 

2) Akibat yang meinjadi syarat mu itlak dari deilik. Hal ini teirdapat dalam deilik 

mateirial ataui deilik yang diruimuiskan seicara mateirial. 

3) Ada uinsuir meilawan huikuim. Seitaip peirbuiatan yang dilarang dan diancam 

deingan pidana oleih peiratuiran peiruindang-uindangan huikuim pidana itui haru is 

beirsifat meilawan huikuim, meiskipuin uinsuir ini tidak dinyatakan deingan teigas 

dalam peiruimuisan. 

Ada beibeirapa tindak pidana yang uintuik meindapat sifat tindak pidananya itui  

meimeirluikan hal-hal objeiktif yang meinyeirtai, tindak pidana teirseibuit haruis 

dilakuiakn di muika uimuim. 

1) Uinsuir yang meimbeiratkan tindak pidana. Hal ini teirdapat didalam deilik-deilik 

yang dikuialifikasikan oleih akibatnya, yaitui kareina timbu ilnya akibat teirteintui, 

maka ancaman pidana dipeirbeirat. 

2) Uinsu ir tambahan yang meineintu ikan tindak pidana. 
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Tindak pidana yang meingeinal u insu ir su ibjeiktif, uinsuir ini meilipuiti : 

1) Keiseinjangan (doluis), diaman hal ini teirdapat di dalam peilanggaran keisuisilaan 

(Pasal 281 KUiHP), peirampasan keimeirdeikaan (Pasal 333 KUiHP), peimbuinuihan 

(Pasal 338 KUiHP). 

2) Keialpaan (cuilpa), dimana hal ini teirdapat di dalam peirampasan keimeirdeikaan 

(Pasal 334 KUiHP), dan meinyeibabkan keimatian (Pasal 359 KUiHP), dan lain- 

lain. 

3) Niat (voorneimein), dimana hal ini teirdapat didalam peircobaan ataui poging 

(Pasal 53 KUiHP). 

4) Maksuid (oogmeirk), dimana hal ini teirdapat dalam peincuirian (Pasal 362 

KUiHP), peimeirasan (Pasal 368 KUiHP), peinipu ian (Pasal 378 KUiHP), dan lain- 

lain. 

5) Deingan reincana leibih dahuilui (meit vorrbeideichtei), dimana hal ini teirdapat 

dalam me imbuiang anak seindiri (Pasal 308 KUiHP), meimbuinuih anak seindiri 

(Pasal 342 KUiHP), meimbuinuih anak seindiri deingan reincana (Pasal 342 

KUiHP). 

C. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 

1. Pengertian Pemidanaan 

Meinuiruit Barda Nawawi Arif, jika peimidanaan dipahami seicara luias seibagai 

proseis peimbeirian ataui peinjatuihan pidana oleih hakim, maka dapat dikatakan 

bahwa sisteim peimidanaan meincakuip seiluiru ih keiteintuian dalam peiruindang- 

uindangan yang meingatuir bagaimana huikuim pidana diteigakkan ataui  

diopeirasionalkan seicara konkreit seihingga seiseiorang dijatuihi sanksi (huiku im 

pidana). Deingan deimikian, beirarti seiluiruih atuiran peiruindang-uindangan meingeinai 

huikuim pidana suibtansif, Huikuim Pidana Formal dan Peilaksanaan pidana dapat 

dilihat seibagai suiatui keisatuian sisteim peimidanaan. Beirdasarkan peimahan 

teirseibuit, Barda Nawawi Arif meinyatakan bahwa apabila cakuipan atuiran huiku im 

dibatasi hanya pada huikuim pidana suibtantif yang teirdapat dalam KUiHP, baik 

beiruipa atuiran uimuim mau ipuin atuiran khuisuis teintang peiruimuisan tindak pidana, 

pada hakeikatnya meiruipakan satui keisatuian sisteim peimidanaan. 

 

24 Barda Nawawi Arif, Buinga Rampai Keibijakan Huikuim Pidana, 2002, Citra Aditya Bakti, 

Banduing, hlm. 129. 
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Keiseiluiruihan peiratuiran peiruindang-uindangan (statuti ory ruli  eis) dinidang huikuim 

pidana suibtantif teirseibuit teirdiri dari atuiran uimuim (geineiral ruli  eis) dan atuiran 

khuisuis (speilialisasi ruli  eis). Atuiran uimuim teirdapat di dalam KUiHP (Buikui I), dan 

atuiran khu isuis teirdapat dalam KUiHP Buikui II dan Buikui III, mauipuin dalam 

Uindang-Uindang Khuisuis tindak pidana teirteintui, namuin dapat puila meimuiat atuiran 

khuisuis yang meinyimpang dari atuiran uimuim. 

2. Tujuan Pemidanaan 

Reitibuitivist meinyatakan bahwa keiadilan dapat dicapai apabila tuijuian yang 

theiological teirseibuit dilakuikan deingan meinggu inakan uiku iran prinsip-prinsip 

keiadilan, misalnya peindeiritaan pidana teirseibuit tidak boleih meileibihi ganjaran 

yang seilayaknya dipeiroleih oleih peilakui tindak pidana teirseibuit. Oleih kareina itui 

suiatui tuijuian peimidanaan sangatlah peinting seibagai peidoman dalam meinjatuihkan 

pidana. Seidangakan meinuiruit pandangan U li  tilitarian meinyatakan bahwa tuijuian 

peimidanaan haruis meinimbuilkan konseikuieinsi yang beirmanfaat dan dapat 

dibuiktikan. Keiadilan tidak boleih meilaluii peimbeibanan peindeiritaan itui seindiri. 

Tuijuian peimidanaan meinuiruit Wirjono Prodjodikoro, yaitui : 

a. Uintuik meinakuit-nakuiti orang jangan sampai meilakuikan keijahatan, baik 

seicara meinakuit-nakuiti orang banyak (geineirals preiveintif) mauipuin meinakuit- 

nakuiti orang teirteintu i yang suidah meilaku ikan keijahatan agar dikeimu idian hari 

tidak meilakuikan keijahatan lagi (speicialei preiveintif); 

b. Uintuik meindidik ataui meimpeirbaiki orang-orang yang meilakuikan keijahatan 

agar meinjadi orang-orang yang baik tabiatnya, seihingga beirmanfaat bagi 

masyarakat.26 

D. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Definisi Anak 

Deifinisi anak seindiri meimiliki banyak peingeirtiannya, peingeirtian-peingeirtian 

teirseibuit teirdiri dari beibeirapa peiratuiran yang beirlakui di Indoneisia, diantaranya 

meinuiruit Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) Pasal 45 meinyimpuilkan 

bahwa anak meiruipakan orang yang beiluim beiruimuir 16 tahuin ataui dibawah 16 

tahuin. 

 

 

 

 

25 Ibid, hlm. 135. 
26 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Teirteintui di Indoneisia, 1980, PT. Eireisco, Jakarta, hlm. 3. 
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Meinuiruit Konveinsii Hak Anak (KHA) anak adalah manuisia yang uimuimnya beiluim 

beiruisia 18 tahuin. Hal yang sama ju iga dijeilaskan dalam Uindang-Uindang 

Peirlinduingan Anak Nomor 23 Tahuin 2002, dan Uindang-Uindang Nomor 35 Tahuin 

2014 teintang Peirlinduingan Anak, bahwa anak adalah seiseiorang yang beilu im 

beiruisia 18 tahuin, teirmasuik anak yang masih di dalam kanduingan. 

Meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana 

Anak, meingeinai proseis peinyeileisaian peirkara “anak yang beirhadapan deingan 

huikuim”, yang dimaksuid oleih Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 teintang 

Sisteim Peiradilan Pidana Anak teirdiri atas : 

a. Anak yang beirkonflik deingan huikuim 

Anak yang beirkonflik deingan huikuim adalah anak yang teilah beiruimuir 12 

(duia beilas) tahuin, teitapi beiluim beiruimuir 18 (deilapan beilas) tahuin yang 

diduiga meilakuikan tindak pidana. 

b. Anak yang meinjadi korban tindak pidana 

Anak yang meinjadi korban tindak pidana adalah anak yang beiluim beiruimuir 

18 (deilapan beilas) tahuin yang meingalami peindeiritaan fisik, meintal, 

dan/ataui keiruigian eikonomi yang diseibabkan oleih tindak pidana. 

c. Anak yang meinjadi saksi tindak pidana 

Anak yang meinjadi saksi tindak pidana adalah anak yang beiluim beiruimuir 

18 (deilapan beilas) tahuin yang dapat meimbe irikan keiteirangan guina 
keipeintingan peinyidikan, peinuintuitan, dan peimeiriksaan di sidang peingadilan 
teintang27su iatu i  peirkara pidana yang di deingar, dilihat, dan/ataui dialaminya 

seindiri. 

Peingeirtian anak juiga teirdapat didalam Pasal 1 conveintion on thei rights of thei 

child, anak diartikan seibagai seitiap orang dibawah uisia 18 tahuin, keicuiali 

beirdasarkan huikuim yang beirlakui teirhadap anak, keideiwasaan teilah dipeiroleih 

seibeiluimya. 

Peingeirtian anak meinu iru it beibeirapa ahli seibagai beiriku it : 

a. Meinuiruit Bismar Sireigar, dalam buikuinya meinyatakan bahwa : dalam 

masyarakat yang suidah meimpuinyai huikuim teirtuilis diteirapkan batasan u imu ir 

yaitui 16 tahuin ataui 18 tahuin atauipuin uisia teirteintui yang meinu iruit peirhituingan 

pada uisia ituilah si anak buikan lagi teirmasuik ataui teirgolong anak teitapi suidah 

deiwasa. 

 

 

27 R. Wiyono. Sisteim Peiradilan Pidana Anak Di Indoneisia, 2016, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14- 

15. 
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b. Meinuiruit Suigiri seibagai mana yang dikuitp dalam buikui karya Maidi Guiltom 

meingeitakan bahwa : “seilama dituibuihnya masih beirjalan proseis 

peirtuimbuihandan peirkeimbangan, anak itui masih meinjadi anak, dan barui  

meinjadi deiwasa bila proseis peirkeimbangan dan peirtuimbuihan itui seileisai, jadi 

batas uimu ir anak-anak sama deingan peirmuilaan meinjadi deiwasa, yaitui 18 

(deilapan beilas tahuin) uintuik wanita dan 21 (duia puiluih satui) tahuin uintuik laki- 

laki. 

c. Meinuiru it Hilman Hadikuisama di dalam buiku i yang samaa, meiru imu iskan deingan 

“meinarik batas deingan suidah deiwasa dan beiluim deiwasa, tidak peirlu i 

dipeirmasalahkan kareina pada keinyataannya walauipuin orang yang beiluim teilah 

meilakuikan juial beili, beirdagang, dan seibagainya, walau ipu in ia beiluim beireinag 

kawin”.28 

Beibeirapa peingeirtian teintang batasan uimuir anak diatas yang cuikuip beirvariasi 

teirseibuit, kiranya meinajdi peirlui uintuik meineintuikan dan meinyeipakati batasan uimuir 

anak seicara jeilas dan luigas agar nantinya tidak teirjadi keisalahan yang meinyangkuit 

batasan uimuir anak itui seindiri. Teitapi, seibagai mana yang teirteira di dalam Uindang- 

Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak, yang di 

maksuid deingan anak haruis teilah beiruimuir 12 (duia beilas) tahuin teitapi beilu im 

beiruimu ir 18 (deilapan beilas) tahuin. 

2. Hak-Hak Anak 

Anak yang seidang dalam masa pidana meindapatkan haknya seibagai seiorang anak, 

adapuin hak teirseibuit seibagai mana yang teilah teintuikan di dalam Pasal 3 Uindang- 

Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak yakni : 

a. Dilakuikan seicara manuisiawi deingan meimpeirhatikan keibuituihan seisuiai 

deingan uimuirnya; 

b. Dipisahkan dari orang deiwasa; 

c. Meimpe iroleih bantuian hu iku im dan bantuian lain seicara eife iktif; 

d. Meilakuikan keigiatan reikreisional; 
 

 

28 Maidin Guiltom. Peirlinduingan Huikuim Teirhadap Anak, Ceitakan Keiduia, 2010, P.T. Reifika 

Aditama, Banduing, hlm. 32. 
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e. Beibas dari peinyiksaan, peinghuikuiman dan peirlakuian lain yang keijam, tidak 

manuisiawi, seirta meireindahkan deirajat dan martabatnya; 

f. Tidak dijatuihi pidana mati ataui pidana seiuimu ir hiduip; 

g. Tidak ditangkap, ditahan, ataui dipeinjara, keicuiali uipaya teirakhir dan dalam 

waktui yang paling singkat; 

h. Meimpeiroleih keiadilan dimuika peingadilan anak yang objeiktif, tidak meimihak, 

dan dalam sidang yang teirtuituip uintu ik uimuim; 

i. Tidak dipuiblikasi ideintitasnya; 

j. Meimpeiroleih peindampingan orang taui/ Wali, dan orang yang dipeircaya oleih 

anak; 

k. Meimpeiroleih advokasi sosial; 

l. Meimpeiroleih keihidu ipan pribadi; 

m. Meimpe iroleih akseibilitas, teiruitama bagi anak cacat; 

n. Meimpeiroleih peindidikan; 

o. Meimpeiroleih peilayanan keiseihatan; dan 

p. Meimpeiroleih hak lain seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang- 

uindangan. 

3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak 

Tu iju ian peirlinduingan anak adalah meinjamin teirpeinu ihnya hak-hak anak agar dapat 

hiduip, tuimbuih, beirkeimbang dan beirpartisipasi seicara optimal seisuiai deingan 

harkat dan martabat keimanuisiaan seirta meindapat peirlinduingan dari keikeirasan dan 

diskriminasi, deimi teirwuijuidnya anak Indoneisia yang beirkuialitas, beirakhlak 

muilia, dan seijahteira. Uintuik dapat meincapai tuijuian peirlinduingan anak ini, seipeirti 

yang dikeimuikakan oleih Shanty Deillyana bahwa peirlui diuisahakan suiatui kondisi 

dimana seitiap anak dapat meilaksanakan hak dan keiwajibannya, dan seidapat 

muingkin haruis diuisahakandalam beirbagai bidang keihiduipan beirneigara dan 

beirmasyarakat. 

Asas-asas peiradilan pidana anak meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 

teintang Sisteim Peiradilan Pidana Anak yakni : 

a. Peirlinduingan; 

b. Keiadilan 

 

29 Shanty Deillyana. Wanita dan Anak Dimata Huikuim, 2004, Libe irty, Yogyakarta, hlm. 18-19. 
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c. Non diskriminasi; 

d. Keipeintingan teirbaik bagi anak; 

e. Peinghargaan teirhadap anak; 

f. Keilangsuingan hidu ip dan tuimbu ih keimbang anak; 

g. Peimbinaan dan peimbimbingan anak; 
h. Proporsionak; 

i. Peirampasan keimeirdeikaan 3d0an peimidanaan seibagai uipaya teirakhir; 
j. Peinghindaran peimbalasan. 

 

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian 

1. Pengertian Pencurian 

Peingeirtian peincuirian dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) 

teirdapat di dalam Pasal 362 yang beirbuinyi “barang siapa meingambil barang 

seisuiatui, yang seiluiruihnya ataui seibagian keipuinyaan orang lain, deingan maksuid 

uintuik dimiliki seicara meilawan huikuim, diancam kareina peincuirian, deingan pidana 

paling lama lima tahuin ataui pidana deinda paling banyak seimbilan ratuis ruipiah.” 

Pasal 362 KU iHP teirdapat uinsuir-u insu irnya yaitui seibagai beiriku it : 

1. Meingambil barang 

2. Yang diambil haru is seisu iatui barang 

3. Barang itui haruis seiluiruihnya ataui seibagian keipuinyaan orang lain 

4. Peingambilan itui haruis dilakuikan deingan maksuid uintuik meimiliki barang itui 

deingan meilawan huikuim (meilawan hak). 

Dapat kita keitahu ii bahwa yang di maksuid deingan peincuirian adalah peirbu iatan dari 

seiseiorang yang meingambil barang/beinda milik orang lain deingan maksuid uintuik 

meimilikinya deingan cara meilawan hu iku im. 

2. Jenis-Jenis Pencurian 

Dapat dilihat dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana, ada beibeirapa jeinis 

peincuirian yang diatuir dalam Pasal 362, 363, 364, dan 365 yang diantaranya : 

1. Peincuirian biasa (Pasal 362 KUiHP) 

Peincuirian biasa ini teirdapat di dalam Pasal 362 KUiHP yang beirbuinyi “Barang 

siapa yang meingambil barang, yang sama seikali ataui seibagian keipuinyaan 
 

 

30 Nikamh Rosidah, Sisteim Peiradilan Pidana Anak, 2019, Bandar Lampuing, hlm. 24. 
31 R. Soe isilo, Kitab Uindang-Uindang Huiku im Pidana Seira Pe injeilasannya, 2004, Politeiia, Bogor, 

hlm. 249. 
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orang lain, deingan maksuid uintuik dimiliki barang itui deingan meilawan huikuim, 

dipidana kareina meincuiri deingan pidana seilama-lamanya lima tahuin ataui  

deingan deinda seibanyak-banyaknya seimbilan ratuis ruipiah.” 

2. Peincu irian deingan peimbeiratan (Pasal 363 KUiHP) 

Peincuirian deingan peimbeiratan dikuialifikasikan deingan ancaman huikuiman 

yang leibih beirat jika dibandingkan deingan peincuirian biasa, seisuiai deingan 

Pasal 363 KUiHP yang beirbuinyi : (1) “diancam deingan pidana peinjara paling 

lama tuijuih tahuin : 

a. Peincu irian teirnak, 

b. Peincuirian pada waktui ada keibakaran dan seibagainya, 

c. Peincuirian pada waktui malam, 

d. Peincu irian deingan du ia orang ataui leibih beirsama-sama, 

e. Peincu irian deingan jalan meimbongkar, meiru isak. 

 

3. Peincuirian ringan (Pasal 364 KUiHP) 

Peincuirian ringan adalah peincuirian yang dalam beintuik pokok, hanya saja 

barang ayng dicuiri tidak leibih dari duia ratuis lima puiluih ribui. Yang peinting 

dipeirhatikan pada peincuirian ini adalah walaui harga yang dicuiri tidak leibih dari 

duia ratuis lima puiluih ribui  ruipiah namuin peincuiriannya dilakuikan dalam seibuiah 

ruimah ataui peikarangan yang teirtuituip yang ada diruimahnya, dan ini tidak bisa 

diseibuit deingan peincuirian ringan. Di dalam Pasal 364 KUiHP beirbuinyi 

“peirbuiatan yang diteirangkan dalam Pasal 363 bitir 5, apabila tidak dilakuikan 

dalam seibuiah ruimah ataui peikarangan teirtuituip yang ada ruimahnya, jika harga 

barang yang dicuiri tidak leibih dari duia ratuis lima puiluih ribui ruipiah, diancam 

deingan peincuirian rinagn deingan pidana peinjara paling lama tiga builan ataui 

deinda paling banyak duia ratuis lima puiluih ribui ruipiah”. 

4. Peincu irain deingan keikeirasan (Pasal 365 KUiHP) 

Seibagaimana yang teircantuim di dalam Pasal 365 KUiHP yang beirbuinyi: 

a. Diancam deingan pidana peinjara paling lama seimbilan tahuin peincuirian 

yang didahuiluii, diseirtai, dan diikuiti deingan keikeirasan ataui ancaman 

keikeirasan, teirhadap,oarang deingan maksuid uintuik meimpeirsiapkan ataui  

meimpeirmuidah peincuirian, ataui dalam hal teirtangkap tangan, uintuik 
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meimuingkinkan meilarikan diri seindiri ataui peiseirtab lainnya, ataui uintuik 

teitap meinguiasai barang yang dicuiri. 

b. Diancam deingan pidana peinjara paling lama duia beilas tahuin : 

1) Jika peirbuiatan dilakuikan dalam waktui malam dalam seibuiah ruimah ataui 

peirkarangan trtuituip yang ada ruimahnya ataui seibagainya; 

2) Jika dilakuiakn deingan duia orang ataui leibih deingan beirseikuitui; 

3) Jika masuik keiteimpat meilakuikan keijahatan deingan meiruisak ataui  

seibagainya; 

4) Jika peirbu iatan meingakibatkan lu ika-lu ika beirat. 

c. Jika peirbuiatan meingakibatkan keimatian, maka diancam deingan pidana 

paling lama lima beilas tahuin. 

d. Diancam deingan pidana mati ataui pidana peinjara seiu imu ir hiduip ataui 

seilama waktui teirteintui paling lama duia puiluih tahuin, jika peirbuiatan 

meingakibatkan luika beirat ataui keimatian dan dilakuiakn oleih duia orang 

ataui leibih deinagn beirseikuitui, diseirtai puila salah satui hal yang diteirangkan 

dalam no. 1 dan 3. 

Seicara garis beisar, tindak pidana peincuirian dapat diklasifikasikan kei dalam 

beibeirapa beintuik, yaitui peincuirian biasa, peincuirian deingan peimbeiratan, peincuirian 

ringan, dan peincuirian deingan keikeirasan, seibagaimana yang teilah diuiraikan diatas. 

Seitiap jeinis peincuirian teirseibuit meimiliki uinsuir-uinsu ir, karakteiristik, seirta 

konseikuieinsi huikuim yang beirbeida, yaitui diatuir seicara khuisuis dalam Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP). Peinggolongan ini beirtuijuian uintuik 

meimbeirikan keipastian huikuim dalam peineigakan huikuim pidana, seikaliguis meinjadi 

dasar bagoi aparat peineigak huikuim dalam meineintuikan kuialifikasi tindak pidana 

dan peineirapan sanksi yang proposional teirhadap peilakui tindak pidana peincuirian. 

3. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan 

Peincuirian deigan peimbeiratan ataui peincuirian khuisuis ataui peincuirian deingan 

kuialifikasi (geiquialificieieirdei deiifstal) diatuir dalam KUiHP Pasal 363. Yang 

dimaksuid deingan peincuirian deingan peimbeiratan adalah peincuirian biasa yang 

didalam peilaksanaannya diseirtai deingan keiadaan teirteintui yang meimbeiratkan, 

yaitui : 
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a. Barang yang dicuiri adalah heiwan. Yang dimaksuid heiwan disini adalah 

binatang meimamah biak (sapi, keirbaui, kambing), beirkuikui satui (kuida, keileidai), 

dan babi. Peincuirian teirhadap heiwan-heiwan teirseibu it dianggap beirat kareina 

heiwan-heiwan teirseibuit adalah harta peinting bagi seiorang peitani. 

b. Dilakuikan pada waktui keibakaran, leituisan, banjir, geimpa buimi ataui geimpa lauit, 

leituisan guinuing api, kapal karam, kapal teirdampar, keiceilakaan keireita api, huirui- 

hara, peimbeirontakan ataui keiseingsaraan di masa peirang. Peincuirian yang di 

lakuikan deingan situiasi deimikian leibih beirat, kareina situiasi teirseibuit adalah 

keiadaan dimana orang-orang seidang ribuit, kacaui, dan barang-barang dalam 

keiadaan tidak teirjaga. Dan orang yang meilakuikan keijahatan teirhadap orang 

yang seidang meingalami muisibah adalah orang yang beirbuidi reindah. 

c. Dilakuikan pada malam hari teirhadap ruimah ataui peikarangan teirtuituip yang ada 

ruimahnya. 

d. Dilakuikan oleih duia orang beirsama-sama ataui leibih. 

e. Dialakuikan deingan cara meimbongkar, meimeicahkan, ataui meimanjat ataui  

deingan jalan meimakai kuinci palsui, peirintah palsui ataui pakaian jabatan palsui. 

Beirdasarkan Pasal 363 KUiHP, orang yang meilakuikan peincuirian deingan 

peimbeiratan diancam deingan pidana peinjara paling lama 7 tahuin. Hal ini tak lain 

kareina seilain meimeinuihi uinsuir-uinsu ir peincuirian biasa dalam Pasal 362 KUiHP, 

juiga diseirtai deingan yang yang meimbeiratkan, yakni dilakuikan dalam kondisi 

teirteintui ataui deingan cara teirteintui. 

Namuin hu ikuiman itui bisa meinjadi leibih beirat, yakni 9 tahuin peinjara, bila 

peincuirian dilakuikan pada malam hari teirhadap seibuiah ruimah ataui peikarangan 

yang teirtuituip yang ada ruimahnya, seirta : 

a. Dilakuikan oleih duia orang ataui leibih seicara beirsama-sama, ataui 

b. Dilakuikan deingan jalan meimbongkar, meimeicahkan, ataui meimanjat ataui 

deingan jalan meimakai kuinci palsui, peirintah palsui ataui pakaian jabatan palsui. 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Peindeikatan masalah dalam peineilitian ini meingguinakan peindeikatan yuiridis 

normatif dan peindeikatan yuiridis eimpiris. Peindeikatan yuiridis normatif dimaksuid 

seibagai uipaya meimahami peirsoalan deingan teitap beirada ataui beirsandarkan pada 

lapangan huikuim, seidangkan peindeikatan yuiridis eimpiris dimaksuid uintuik 

meimpeiroleih keijeilasan dan peimahaman dari peirmasalahan dalam peineilitian 

beirdasarkan reialitas yang ada. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Suimbeir dan jeinis data teirdiri dari data primeir dan data skuindeir, yaitui seibagai 

beirikuit : 

1. Data Primeir 

Data primeir adalah data uitama yang dipeiroleih seicara langsuing dari lapangan 

peineilitian deingan cara meilakuikan wawancara deingan keipada narasuimbe ir 

uintuik meindapatkan data yang dipeirluikan dalam peineilitian. 

2. Data seikuindeir 

Data seikuindeir adalah data yang dipeiroleih dari liteiratuir, dokuimein seirta 

peiratuiran peiru indang-u indangan lainnya yang reileivan deingan mateiri peinu ilisan. 

Data jeinis ini dipeiroleih meilaluii peirpuistakaan ataui dokuimein hasil pada instansi 

teirkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Soeirjono Soeikanto, Op.Cit, hlm. 55. 
33 Abduilkadir Muihammad, Huikuim dan Pe ineli itian Huikuim, 2004, PT. Cipta Aditya Bakti, Banduing, 

hlm. 164. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasu imbeir peineilitian ini adalah seibagai beiriku it : 

 

1. Hakim Peingadilan Neigeiri Tanjuing Karang : 1 orang 

 

2. Akadeimisi bagian Huikuim Pidana Fakuiltas Huikuim Uinila : 1 orang 

Juimlah : 2 orang 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Meitodei Peingu impu ilan Data 

Meitodei peingu impu ilan data dilakuikan deingan proseidu ir seibagai beiriku it : 

a. Stuidi keipuistakaan, yaitui tata cara yang dilakuikan dalam keigiatan seipeirti 

meimbaca, meingkaji, meinguitip, dan meinilai dari buikui-buikui yang meiruipakan 

liteiratuirei  teirhadap peiratuiran peiruindang-uindangan beirkaitan deingan 

peirmasalahan. 

b. Stuidi lapangan, tata cara yang dilakuikan deingan wawancara reispondein uintuik 

meinguimpuilkan beirbagai data dan informasi yang dibuituihkan seisuiai deingan 

peirmasalahan yang dibahas dalam peineilitian. 

2. Meitodei Peingolahan Data 

Seiteilah meinguimpuilkan data yang diinginkan baik dari peineiluisuiran liteiratuir 

mauipuin lapangan, data teirseibuit diolah deingan peingolahan data deingan langkah- 

langkah : 

a. Peimeiriksaan Data (eiditing) 

Peimeiriksaan data (eiditing) yaitui proseis uintuik meimeiriksa daat yang diambil 

uintuik meineintuikan apakah data yang diambil reileivan deingan masalah dan 

seisuiai. Keimuidian jika ada yang salah dilakuikan peirbaikan dan jika datanya 

kuirang leingkap dapat dilakuikan peinambahan. 

b. Klasifikasi Data 

Meingeilompokkan data yang teilah dieidit meinuiruit jeinis dan huibuingannya uintuik 

meingeitahuii teimpat masing-masing data. 
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c. Sisteimatisasi Data 

Peinyuisuinan data seicara sisteimatis yaitui seisuiai deingan pokok bahasan seihingga 

meimuidahkan uintuik meinganalisis data. 

E. Analisis Data 

Adapuin data yang dipeirguinakan dalam peineilitian ini adalah analisis kuialitatif. 

Analisis data adalah meinguiraikan data dalam beintuik kalimat yang teirsuisuin seicara 

sisteimatis, jeilas dan teirpeirinci yang keimuidian diinteirpreitasikan uintuik 

meimpeiroleih suiatui keisimpuilan. Peinarikan keisimpuilan dilakuikan deingan meitodei 

induiktif, yaitui meinguiraikan hal-hal yang beirsifat khu isuis lalu i meinarik keisimpuilan 

yang beirsifat uimu im. 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan, maka dapat disuimpuilkan seibagai 

beirikuit: 

1. Peirtimbangan hakim dalam meinjatuihkan pidana peinjara teirhadap anak seibagai 

peilakui  tindak pidana peincuirian dalam Puitisan Nomor: 72/Pid.Suis- 

Anak/2024/PN.Tjk adalah teilah beirdasarkan pada peirtimbangan yuiridis, 

filosofis, dan sosiologis. Seicara yuiridis, hakim meinilai bahwa peirbuiatan anak 

teilah meimeinuihi uinsu ir Pasal 363 Ayat (1) kei-4 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab 

Uindang-Uindang Huikuim Pidana, seirta peimidanaan yang dijatuihkan teilah 

seisuiai deingan keiteintuian Uindang-Uindang Nomor 11 Tahuin 2012 teintang 

Ssiteim Peiradilan Pidana Anak, khuisuisnya teirkait batas maksimuim pidana bagi 

anak. Seicara filosofis, hakim meinjatuihkan pidana peinjara deingan tuijuian 

peimbinaan dan peindidikan bagi anak, buikan seimata-mata seibagai peimbalasan. 

Seicara sosiologis, hakim meimpeirtimbangkan latar beilakang anak yang puituis 

seikolah, kuirangnya peingawasan orang tuia, seirta peingaruih lingkuingan sosial 

yang neigatif, seihingga pidana peinjara dipandang seibagai sarana uintuik 

meinjauihkan anak dari lingkuingan yang beirpoteinsi meindorong peinguilangan 

tindak pidana. 

2. Puituisan hakim dalam peimidanaan teirhadap anak seibagai peilakui tindak pidana 

peincuirian deingan peimbeiratan yang dilakuikan seicara beirlanjuit, pada prinsipnya 

teilah meinceirminkan tuijuian peimidanaan, namuin masih meinimbuilkan 

peirbeidaan pandangan dari peirspeiktif peirlinduingan anak. Dari suiduit pandang 

haki, pidana peinjara yang dijatuihkan teilah meinceirminkan tuijuian peimidanaan 

gabuingan (reitribuitif-teileiologis), yaitui meimbeirikan eifeik je ira seikaligu is 

meimbina dan meindidik anak meilaluii Leimbaga Peimbinaan Khu isuis Anak. 
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Namuin, dari preispeiktif akadeimisi, peimidanaan beiruipa peinjara teirhadap anak 

dinilai kuirang seijalan deingan asas uiltimuim reimeidiuim, kareina 

beirpoteinsimeimbeirikan dampak neigatif teirhadap peirkeimbangan psikologis dan 

masa deipan anak. Peirbeidaan pandangan ini meinuinjuikkan adanya keiteigaangan 

antara peineirapan norma huikuim seicara yuiridis deingan peindeikaran 

peirlinduingan dan reihabilitasi anak seicara ideial. 

B. Saran 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan diatas, maka peinuilis meimbeirikan 

saran seibagai beirikuit : 

1. Bagi hakim dalam meimuituiskan peirkara anak yang beirhadapan deingan huikuim, 

hakim diharapkan dapat leibih meingoptimalkan peineirapan asas keipeintingan 

teirbaik bagi anak dan asas uli timuim reimeidiuim, deingan meimpeirtimbangkan 

seicara meindalam alteirnatif peimidanaan seilain pidana peinjara, seipeirti 

peimbinaan beirbasis peindidikan, leimbaga sosial, ataui peisantrein, seipanjang 

meimuingkinkan dan teitap meimpeirhatikan peirlinduingan masyarakat. 

2. Bagi peimeirintah dan peimbeintuik Uindang-Uindang, peirlui dilakuikan eivaluiasi 

dan peinguiatan reiguilasi teirkait peilaksanaan Sisteim Peiradilan Pidana Anak, 

khuisuisnya dalam me imbeirikan peidoman yang leibih opeirasional bagi hakim 

dalam meineirapkan diveirsi dan alteirnatif peimidanaan, agar tidak teirjadi 

peirbeidaan peinafsiran yang signifikan antara norma huikuim dan praktik 

peiradilan. 
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